
  Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan 
Minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 

 

b. 
 

bahwa untuk penyusunan Anggaran dimaksud, maka perlu 
dilakukan analisa standar belanja guna mewujudkan anggaran 
yang efektif, efisien dan ekonomis perlu menetapkan Pedoman 
Analisis Standar Belanja; 

 

c. 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf  a  dan  huruf  b  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati 
Maluku Tenggara tentang Pedoman Analisis Standar Belanja 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat    : 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1974 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1645); 
Undang-Undang      Nomor      28      Tahun      1999      tentang 

  
 
 

 

3. 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 

  

 
 

4. 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

  Negara  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR  20  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 

ANGGARAN 2019 
 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

Menimbang  :  a.  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 
58   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah, 
penyusunan  Anggaran  berdasarkan  Prestasi  Kerja  dilakukan 
berdasarkan   Capaian   Kinerja,   Indikator   Kinerja,   Analisis
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 

Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah 
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran 
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah 
Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan 

Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 
3); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 
33); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 

2008 Nomor 08, Seri A); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 218); 

 



3 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR 

BELANJA (ASB) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara dan seluruh Perangkat 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 

3. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disebut ASB adalah standar yang 
digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu 
Kegiatan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang. 
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksnakannya. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat 
perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang 

mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah 
dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya. 

8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik Daerah. 

9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 
10. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS 

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah. 
12.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

13. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari 
kelompok/grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. 
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang 

digunakan untuk menghitung total belanja dari Kegiatan-Kegiatan yang 
termasuk dalam kelompok/grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang 

sama.  
14. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian obyek belanja yang 

diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap 

kelompok/grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.  
 



4 

 

15. Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari 

suatu Kegiatan yang dilakukan.  
16. Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap 

untuk melaksanakan satu Kegiatan. 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
(1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian 

kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan sebuah Kegiatan.  
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam 

penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan 

oleh Perangkat Daerah. 
 

Pasal 3 
(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan 

sebagai berikut:  

a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan 
menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah 
yang diusulkan;  

b. sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan  
c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat 

Daerah). 
(2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat 

menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah 
rupiah plafon untuk tiap Kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA 

dan PPAS. 
(3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam 

menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan 
aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang 
diperkenankan untuk tiap-tiap Kegiatan. 

 
Pasal 4 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian 
anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan 
anggaran yang efisien dan ekonomis. 

 
BAB III 

MUATAN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 5 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:  
a. Deskripsi Kegiatan; 

b. Persamaan penghitungan total belanja Kegiatan; dan  
c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja.  
 

 
 

 



5 

 

Bagian Kedua 

Deskripsi Kegiatan 
 

Pasal 6 
(1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan 

pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup Kegiatan yang 

mempunyai karakteristik yang sama.  
(2) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
(3) Pemberian nama Kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah 

harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Ketiga 

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan 
 

Pasal 7 
(1) Persamaan perhitungan total belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total 

belanja dari Kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup Kegiatan yang 
mempunyai karakteristik yang sama.  

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk Kegiatan yang termasuk dalam 

satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh 
melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan pengitungan total 

belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.  
(3) Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja Kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Keempat 
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja 

 

Pasal 8 
(1) Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk 

dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup Kegiatan 
yang mempunyai karakteristik yang sama.  

(2) Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah 
rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap 

rincian belanja dari tiap Kegiatan.  
(3) Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Rincian obyek tiap Kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah 

tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan 
alokasi rincaian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek 

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat 
persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.  

(6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah 
yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat persentase 
jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari 

persentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 




